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BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

KAJIAN RESIKO BENCANA KABUPATEN KAIMANA

TAHUN 2024 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam
perlindungan bagi Masyarakat atas terjadinya bencana
di Kabupaten Kaimana;

bahwa kajian mengenai resiko bencana di Kabupaten
Kaimana dilakukan untuk mewujudkan keamanan dan
perlindungan masyarakat terhadap bencana,
menciptakan masyarakat yang tangguh bencana, serta
meningkatkan peduli sektor swasta dalam upaya-upaya
Pengurangan Resiko Bencana;

bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana, hasil
pengkajian resiko bencana baik berupa dokumen
maupun peta harus disahkan oleh Lembaga yang
berwenang di pemerintah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kajian Resiko
Bencana Kabupaten Kaimana Tahun 2024-2029;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6697);
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabuapten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4245);

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Tahun 104, Tahun
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4828);

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1); sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006
tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum
Pengkajian Resiko Bencana;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018
tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAJIAN RESIKO BENCANA
KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2024-2029.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Kaimana.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kaimana.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
Masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam
dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikoilogis.
Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana  adalah
serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan
Pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan
pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan
akibat bencana pada suatu Kawasan dan kurun waktu
tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa
terancam, kehilangan rasa aman, mengungsi, kerusakan
atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan Masyarakat.
Kajian Resiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk
memberikan gambaran menyeluruh terhadap resiko
bencana suatu daerah dengan menganalisis Tingkat
ancaman, Tingkat kerugian dan kapasitas daerah.

Peta dalah Kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-
area yang didefinikan oleh lokasinya dengan system
koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya.

Peta Resiko Bencana adalah gambaran gambaran Tingkat
Resiko Bencana suatu daerah secara spasial dan non-
spasial berdasarkan Kajian Resiko Bencana suatu daerah.
Cek Lapangan (ground check) adalah mekanisme revisi
garis maya yang dibuat pada peta berdasarkan perhitungan
dan asumsi dengan kondisi sesungguhnya.

Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat
untuk melakukan tindakan pengurangan Tingkat Ancaman
dan Tingkat Kerugian akibat bencana.



Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan
perencanaan penanggulangan bencana di Daerah.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan:

a.

b.

memberikan panduan yang memadai bagi Daerah dalam
mengkaji resiko setiap bencana yang ada di Daerah.
mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan
bencana di Daerah dengan berfokus kepada perlakuan
beberapa parameter resiko dengan dasar yang jelas dan
terukur; dan

menyelaraskan arah kebijakan penyelenggaraan
penanggulangan bencana antara pemerintah pusat,
provinsi dan kabupaten/kota dalam kesatuan tujuan.

BAB II
POTENSI KEBENCANAAN

Pasal 3

Potensi Kebencanaan di Daerah terdiri dari:
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(1)

(2)

Banjir;

Banjir bandang;

Cuaca ekstrim;

Gelombang ekstrim dan abrasi;
Gempabumi;

Tsunami;

Kekeringan;

Tanah longsor; dan

Kebakaran hutan dan lahan.

BAB III
PENGKAJIAN RESIKO BENCANAAN

Pasal 4

Aspek pengkajian resiko bencana berdasarkan:

a.
b.
C.

tingkat ancaman/bahaya;
tingkat kerentanan; dan
tingkat kapasitas.

Pengkajian resiko bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Peta
Resiko Bencana dan Dokumen Resiko Bencana Daerah.



Pasal 5

(1) Sistematika penyusunan Kajian Resiko Bencana Daerah
terdiri dari:

Ringkasan eksekutif;

BAB I : Pendahuluan;

BABII : Gambaran Umum Wilayah;

BAB III : Pengkajian Resiko Bencana;

BAB IV : Rekomendasi; dan

. BABV : Penutup.

(2) Kajian Resiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 6 Desember 2024
BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 6 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,
CAP/TTD
DONALD RAIMOND WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2024 NOMOR 470

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUl\g/

MUHAM SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA
Nip. 19780605 200603 1 001



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG KAJIAN RESIKO BENCANA KABUPATEN
KAIMANATAHUN 2024 - 2029



